Dinas Pariwisata
Provinsi Banten

RENCANA STRATE

TAHUN2017-2022 -,

REVISI

vl
e

J.

- excumg wonderful /=
www.excitingbanten.id ba"nten': ‘ 'lTldOnESl&'

www.dispar.bantenprov.go.id

(@) evistbanenid [ visibanten (%) @visitvanten_ia



Dinas Pariwisata
Provinsi Banten

RENGANA STRATEGIS

TAHUN 2017-2022
_REVISI_

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



KATA PEN

GANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya,
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan sesuai batas waktu vang telah ditentukan.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan
perencanaan pembangunan pariwisata dengan mengadaptasi perkembangan serta
dinamika kepariwisataan terkini secara lokal maupun nasional dengan tujuan dapat
meneropong prospek pembangunan di masa depan. Selain itu, Rencana Strategis akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi
Banten selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan: latar belakang dan dasar hukum penyusunan;
gambaran umum pelayanan Dinas Pariwisata; isu strategis terkait tugas dan fungsi
urusan pariwisata; gambaran umum pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten; tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pariwisata Provinsi Banten; indikasi
rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan; penetapan indikator

kinerja Dinas Pariwisata serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas membantu,
dukungan, serta ide gagasan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan kepariwisataan yang lebih baik. Dokumen perencanaan strategis ini
dijadikan sebagai pedoman dan acuan yang akurat dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun mendatang, sehingga

diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan pariwisata Provinsi Banten
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yang berkelanjutan, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung

jawab agar bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Desember 2019

KEPALA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

TTD

ENENG NURCAHYATI
NIP. 19620825 198704 2 001
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Babl

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Banten, yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai
perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang pariwista.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan
tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumberdaya, sumber dana serta
fasilitas/asset yang dimiliki OPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang

telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran
maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi
perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang
peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun

pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang —Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana

Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap
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perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah
(5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap IV tahun 2012-2017 yang menjadi acuan bagi
OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun
kedepan.

Penyusunan Revisi Rencana S5Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2017-2022
merupakan penjabaran wvisi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program
kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan selama periode 5 tahun kedepan (2017-
2022) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIJPD),
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta
agenda pembangunan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi

Banten sesuai dengan Peraruran Daerah Nomor 10 Tahun 2019,

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam
perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu

kelancaran pada tataran penyelenggaran urusan kepariwisataan di Provinsi Banten.

Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra
Dinas Pariwisata, diantaranya :

1) Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas Pariwisata;

2) Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan;

3) Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan dimasa mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Pariwisata yang
dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam periode 2017-2022 ke depan
secara umum meliputi : (1) meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan
daerah lain, (2) keterbatasan inovasi pengembangan pariwisata banten, (3) keterbatasan
“uniq” atau daya tarik wisata di Provinsi Banten dalam skala besar, (4) investasi yang
belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal, (5) dinamika globalisasi yang
berakulturasi dengan dinamika sosial masyarakat di Provinsi Banten termasuk di
destinasi wisata, (6) infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung, serta (5)
belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta

dunia usaha dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Banten.

Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun

2017-2022 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang
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saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian
bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan
OPD di bidang Pariwisata.

: e 1 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan

berlandaskan pada :

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lemmbaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemm Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah;

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan;

10) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten 2010-2030;

11) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerabh,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-
2022,

13) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-
2022
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14) Peraturan Gubernur Banten No. 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;
15) Peraturan Gubernur nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi RENSTRA Dinas Pariwisata ini dimaksudkan untuk membuat rencana
pembangunan lima tahunan Dinas Pariwisata sebagai penjabaran dari RPIM tahap IV
Provinsi Banten sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan lima tahun yang akan

datang.

Tujuan disusunnya Revisi RENSTRA Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2017-2022 adalah
sebagai acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan acuan
penyusunan DPA Dinas Pariwisata selama lima tahun kedepan. Secara rinci tujuan
penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022,
adalah:

1) tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi
Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2017-
2022,

2)  teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama periode tahun 2017-2022;

3) tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pariwisata Provinsi Banten (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke
depan;

4)  tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahunan
maupun lima tahunan.

1.4, Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) serta sistematika

penulisan.
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BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber

daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan OPD.

BAB 3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

Penentuan isu-isu strategis.

BAB 4 TUJUAN, SASARAN, JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang keterkaitan misi RPJIMD yang dijadikan

rujukan Dinas Pariwisata melalui tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBLUAKAN
Bab ini menguraikan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan
rujukan Dinas Pariwisata melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya

yang kemudian disusun strategi dan arah kebijakannya.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan

rujukan Dinas Pariwisata melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya
yang kemudian disusun strategi dan arah kebijakannya dalam wujud

program dan kegiatan beserta indikasi pendanaannya.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pariwisata yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang saran dan masukan terkait dengan Revisi

Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2017 - 2022
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Bab 2

Gambaran Pelayanan
Dinas Pariwisata

2.1.  Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Tata Kerja Pariwisata

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas
Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8
Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif:

3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten
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Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen Dinas Pariwisata

Provinsi Banten :

A Kepala Dinas

a) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan
perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan
tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang

Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, Bidang

Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata
berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
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kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan
dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

5) menetapkan kebijakan teknis pariwisata;

6) menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non
perizinan di bidang pariwisata;

7) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang destinasi pariwisata;

8) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pemasaran produk pariwisata;

9) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

10) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

11) mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;

12) merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;

13) menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;

14) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;

15) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata; dan

16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

B Sekretaris
a) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
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b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
evaluasi dan pelaporan;

6] menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas
Pariwisata:

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

9) menyusun |aporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

B.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,
kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang
dan aset Dinas Pariwisata.
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b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf 3,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pariwisata;

melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pariwisata;
melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pariwisata;

melaksanakan fungsi kehumasan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

B.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

a) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pariwisata;

6) melaksanakan penatausahaan  keuangan lingkup  Dinas
Pariwisatayang bersumber dari APBD maupun APBN;

7) melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Dinas Pariwisata;

8) menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pariwisata;

9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

B.3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan
program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

S)

10)

11)

12)

13)

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan S5Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
lingkup Dinas Pariwisata;

mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD
maupun APBN;

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas
Pariwisata;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pariwisata;

melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota
serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pariwisata;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

C. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

a) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu
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Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Seksi

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf 3,
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Destinasi
Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien:

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja vyang
diharapkan;

5) merencanakan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan
daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan
masyarakat pariwisata;

6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
operasional terkait Pengembangan daya tarik, pengelolaan
kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;

7) merencanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan daya
tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan
masyarakat pariwisata;

8) merencanakan fungsi koordinasi bidang dan mitra kerja bidang
dalam melaksanakan tugas pengembangan daya tarik, pengelolaan
kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan |laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;
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10)

11)

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

C.1. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

a) Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata.
b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

S)

10)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi Pariwisata
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya
tarik dan destinasi wisata;

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
daya tarik dan destinasi wisata;

menyusun bahan pengkajian dan pengembangan kegiatan daya
tarik dan destinasi wisata;

melaksanakan revitalisasi pengembangan daya tarik dan destinasi
wisata:

melaksanakan koordinasi bersama mitra kerja bidang destinasi
pariwisata;

melaksanakan penyelenggaraan event pada destinasi pariwisata

secara berkelanjutan;
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11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) melaporkan  pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

C.2 Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

a) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan
strategis;
6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengelolaan

kawasan strategis;
7) melaksanakan revitalisasi, pembinaan dan pengembangan

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
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8)

9)

10)
11)

12)

13)

menyusun bahan kajian pengembangan ekstensifikasi dan
intensifikasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;

menyusun bahan dokumen perencanaan dan pengembangan
pengelolaan kawasan strategis pariwisata;

melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

cC.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

3)

merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi pariwisata;
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6) melaksanakan inventarisasi data, informasi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi pariwisata;

7) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Destinasi Pariwisata;

8) melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata;

9] mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

10) melaporkan  pelaksanaan  kinerja di  lingkungan  Seksi
Pemmberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja
dan rencana kegiatan mendatang; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

D Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
a) Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan dibidang Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Sarana dan

Prasarana Promosi Pariwisata serta Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemasaran
Produk Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Permmasaran Produk Pariwisata secara berkala sesuai dengan
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

merencanakan bahan teknis operasional bidang promosi
kepariwisataan, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan
pengembangan pasar pariwisata;

merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
operasional promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi
pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;

merencanakan rencana kebutuhan, penyediaan dan
pendayagunaan promosi dan pariwisata, sarana dan prasarana
promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
merencanakan rancangan model promosi pariwisata, sarana dan
prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar
pariwisata;

merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

D.1 Kepala Seksi Promosi Pariwisata

a) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Promosi

Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

merencanakan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN 2017 - 2022

Dipindai dengan CamSca

nner



tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Promosi Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Pariwisata sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang promaosi
kepariwisataan;

6) menyusun bahan data dan informasi promosi kepariwisataan;

7) melaksanakan bimbingan teknis promosi kepariwisataan;

8) melaksanakan partisipasi event promosi kepariwisataan di tingkat

regional, nasional dan internasional;

9) melaksanakan promosi publikasi cetak dan elektronik di tingkat
regional, nasional dan internasional;

10) melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi bersama
mitra kerja bidang pariwisata;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

D.2 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata

a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada seksi sarana dan prasarana promosi kepariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) merencanakan kegiatan S5Seksi Sarana dan Prasarana Promosi

Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang sarana
dan prasarana promosi pariwisata;

menyusun data dan informasi sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

menyusun bahan analisa kebutuhan sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

menyusun kebutuhan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pPromosi
pariwisata;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

D.3  Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

a) Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kepariwisata mempunyai rincian tugas

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN 2017 - 2022

Dipindai dengan CamSca

nner



sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pasar
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan pasar
pariwisata;

6) melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan pasar
pariwisata;

7) menyusun data dan informasi pengembangan pasar pariwisata;

3) menyusun bahan analisa pengembangan pasar pariwisata;

9) menyusun dokumen pengembangan pasar pariwisata dalam dan
luar negeri;

10) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
pariwisata daerah;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di  lingkungan  Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

E. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif
a) Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
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pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan

Industri Pariwisata, Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif serta Seksi Pengembangan Ekanomi Kreatif.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) merencanakan pedoman pengembangan industri pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

6) merencanakan kebijakan teknis operasional pengembangan
industri  pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan
standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

7) merencanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

8) merencanakan program dan kegiatan bidang pengembangan
industri  pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan
standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

9) merencanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi
kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdengan

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
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tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

E.l Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

a) Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut;

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

5) melaksanakan pembinaan pengembangan Industri Pariwisata;

6) menyusun bahan kebijakan teknis operasional pengembangan

Industri Pariwisata;

7) melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi  Industri
Pariwisata;

8) melaksanakan fasilitasi pengembangan Industri Pariwisata;

9) melaksanakan program dan kegiatan pada seksi Pengembangan
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Industri Pariwisata;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) melaporkan  pelaksanaan  kinerja di  lingkungan  Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

E.2 Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a) Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Standarisasi
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standardisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi dalam rangka

standardisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
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7) menyusun bahan program dan kegiatan standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

8) melaksanakan bimbingan teknis dalam standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

9) menyiapkan bahan klasifikasi usaha pariwisata dan ekonomi
kreatif;

10) melaksanakan pembinaan standardisasi usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Standardisasi
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

E.3 Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

a) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan pada seksi pengembangan Ekonomi Kreatif.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Ekonomi
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